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TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIH.IK KETIGA KTPADA DAERAH

Menimbano

MenginqaL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

;i. bahwa guna meningkatkan Peftumbuhan darr Perkembangan

Perekoncimian Daerah, clipcrlukan Llpayil untr:k menambah

sumber - sumber Pendapatan Daerah melalui berbagai seKor

yang dapat dipertanggung jawabkan;
i.

b. bahwa denqan masih terbatasnya surnbcr sumber Pendapatan

Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah mengupayakan langkah *

langkah kebijakan untuk menggali sumber - sumber Pendapatan

Daerah tersebut melalui partisipasi masyarakzit, badan usaha

clalam Negeri dan luar negeri filaupun Pt:nrerintah berupa

Pt-:nt:rimaan Sumbanq;:n dari Pilrak Krtie;.r;

bahwa trcrdasarkan pertirnbanqan sebagainr;rn,i dinraksud dalam

huruf ;l dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tr..ntancl Penerimaan 5iurnilanqan dati Pih;ik Ketiga Kepada

l)at:rah;

tJnclanq - llnd;lrtq lrlotrrr-lr "j -l ;ihutr l0t)-i ti'rrt;rni; lri:rrtflerttukan

Kabupaten Mukonrukc-r, K:rbupaterr Selurn;r ilan K;,rbupaten Kaur

Karur di Propinsi Berigkulu (t-embaran Negiaril t{epublik {ndonesia
'[ ;rhun 200] llonror .lJ, "l'lnrbah.rn 

l-cnlLr.rrarr Neqar;r Nomor

'12[,6):
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2" Undang - undang Nomor 17 Tahun ?-003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2B6);

Undang - Unrlang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

.1.

Nomor 4355 );

4. Undang - Undang Nomor 10 
-Iahun.

Peraturan Perundang 
* undangan 1

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53'

t{ePublik Indonesia Nomor 4389 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor

?.004 tentang Pembentukan

I-embaran Negara RePublik

Tanrbatra t-embaran Negara

li. Undang - Llndang Nomor l5 -lahurr 2-004 Terrtang Pemerikasaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66' Tambahan

Lernbaran f\egara Rcpublik Inclonesia Nomc-rr 440ii );

i;. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinhhan

Daerah (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2004
i..

Nomor 1?-5, Tambahan I embaran Nellarn tlepublik Indonesta

Nomor 4437)"

1. Undang - undanq Nonror 33 l-ahun ?-004 tentarng Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

([ embaran Negara Republik Indonesi;t Tahun 2004 Nomor 126'

-fambahan f-cnrbararr Ne-c1ara Republik Ittclonesia Nomor 4438);

ii. l)craturan ])et'nr:rinfah Nonot 105 l attun ?000 tentang

Pertanggung i;rwaban Keuancllrtt Daeririt (l crnbaran Negara

Itepublik tndonesia l-ahun ?000 Nontor ?-A7' Tambahan

Lembaran Ne-qara Rtlpublik lnclonr:sirl Nontor 4090);

Pembinaan clan PengaWasart

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Tahun 2001 Nornor 41' Tanrbahan

Indonesia Nomor 4090);

?0 '['ettrun 2001 tentang

Atas PenYelenggaraan

Neqara RePublik Indonesia

Lembaran Negara RePublik
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10. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor [i l-iiliLrrt 197fi tentang

Penerimaan Sumbanqan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI{

KABUPATEN MUKOMUKO
dan

BUPATI MUKOMUKO

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN T4UKOMUKO
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAH PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraLuran Daerah irli yang dintaksud dtlngarr :

a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebul Daerah aclalah kesatuan masyarakat hukure.

yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berclasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemerinLah Daerah aclalah Bupali beserta perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupali Mukomuko;

Dewan Perwakilan f{akyat Daerah yang selanjutnya cliscbut DPRD ;tdalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

rj. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daeralr yang selanjutnya disebut

Sumbangan aclalah pemberian Pihak Ketiga secara ikhlas f sukarela, tidak mengikat,

yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan denq.rn Peraturan

perunclanq-undanqan yanq lrerlaku, baik yang berupa i]anq atail yanq disamakan

clengan uang maLlpurr b;rr;rng -- baranr;, biiik yanq belr-rlerak lTlaupilll yang tidak

bergerak;

f. pihak Ketiqla acl;rl.rh -crJlirt[) i]ranl; atau bacl,rn hukum clan i:adan usalta Pnmerintah

clrrnan;rpun berclcxnisilr r,:lrrlra nrenrperbt-'d;rk;trt kewarc;arlixl;lr;la{l irt;tu asal usulnya

yanq r"nemberikan sunrbanqarr ;
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g. Dinas, Badan dan Kantor adalah nrerupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bedanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah;

h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mukomuko;

i. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non

Departemen di Daerah;

j. Hibah adalah pemberian suatu benda seeara sukarela dan tanpa inibalan dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

k. Donasi adalah sumbangan tetap ( berupa uang ) dari penderma kepada perkumpulan;

l. Hadiah adalah pemberian (kenang - kenangan, ;xnghargaan, penghormatan);

m. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak y;:ng disediakan untuk kepentingan

umum ( islam ) sebagai pemberian yang ikhlas.

Pasal ? '

t l) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumban-qan dari pihak ketiga;

(:) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa hadiah, donasi,

hibah, wakaf dan / atau lain - lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga;

(l) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimanl'

dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang

bersangkutan kepada Negara dan / atau kepada Daerah sepi:rti pembayaran pajak

dan kewajiban lainnya sesuai clengan Peraturan peruncianqan - undangan yang

berlaku.

BAB II
KETENTUAN PERSETUJUAN PTNGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, teknis pefaksanaannya akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB III
KETENTUAN PEI.AKSANAAN

Pasal 4

(1) Dinas, Badan, Kantor dan Instansi vertikal yanq ada dilingkungan Pemerintah

Daerah dapat menerima sumbangan.

(2) Sernua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang

berbentuk uanq atau yang disamakan dengan uaneJ sepenuhnya disefor ke Kas

Daerah.

(3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun yanql tidak bergerak yang

sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan / atau Daerah yang

dengan dipindah tangankan sebagai .;trmbangan, maka kewajiban pihak ketiga

tersebut tidak dapat dihapuskan.

(4) Setiap penerimaan surnbangan yitnq be-rup;r ltar;rnc;, langsunq diikuti

penyerahannya kepacla Pemerintah Daerah dah akan mencaLatnya dalam daftar

inventaris Pemerintah Daerah. *.

Pasal 5

(1) llasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam p.:sal 5 ayat { 2 )
harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan yang diperoleh Pemerintalr Daerah harus clipcrgunakan untuk

kepentingan Pemerintah Daerah khususnya untuk pembangunan.

(3) Barang - barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berasal dari

sumbangan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu

pengelolaannya dilakukan sebagai milik Pemrintah Daerah scsuai dengari ketentuan

Perundangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.
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BA8 IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menEenai

pelaksanaannya akan dialur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila

dikemucJian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diaclakrn perubahan

sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran

Daerah ini dengan penempatanny{r dalam LenrbarrAn Daeralr Kabupaten Flukonrukr:.

Ditetapkan di Mukomuko
, /+ Desember 2005

UKO,

a--.."j'

p-P /1
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BAB IV

KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sernua Peraturan yang mengatur

rnengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan denqan ketentuan apabila

dikemudian hari terctapat kekeliruan dalam pengaturannya, akari diadakan perubahan

sebagaimana mestinYa,

Agar setiap orang clapat mengelahuinya, menta'rintahkart perigunclangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukonruko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAI{ YUNU$

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. $YAUKANI DAHARI
Pembinan Utarna Muda NlP. 01q182186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OO5 NOMOR : 12 SERI " E ".

*--1-:_ _-***',-':_
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